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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitina di atas, peneliti menyimpulkan bahwa : 

1. Tanggng jawab pelaku usaha jasa laundry dilihat dari pasal 7 huruf g 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

pada usaha jasa Laundry, terbukti belum maksimal di terapkan khususnya 

untuk perlindungan konsumen dari jasa Laundry itu sendiri, maraknya 

peningkatan perekononian dibidang jasa memaksa aturan-aturan 

hukumpun harus bekerja ekstra dalam hal mengatur usaha jasa tersebut. 

Selain itu masalah perikatan serta perijinan dan administrasi juga belum 

terlalu di perhatikan pemerintah. 

2. faktor kendala pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha jasa Laundry 

yaitu faktor ketelitan dari kariawan pelaku usaha jasa Laundry di mana 

faktor ini penyebabnya yakni pelaku usaha menumpuk pakaian-pakaian 

konsumen yang akan di cuci, dengan semakin banyak pakaian yang akan 

di cuci disinilah tugas kariawan sangat berperan aktif untuk memisahkan 

semua pakaian konsumen agar tidak tidak terjadi kesalahan-kesalahan 

yang akan merugikan konsumen yang menggunakan jasa usaha Laundry, 

serta ketidak tahuan pengusaha jasa laundry terhadap kinerja pegawai 

usaha jasa laundry sehingga menimbulkan kelalaian yang tidak 

memuaskan palanggan atau konsumen. 

 

5.2. Saran 

Sebagaimana saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk Pemerintah dalam hal ini pemerintah kota Gorontalo kantor Badan 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) lebih 

meningkatkan pengawasan terhadap berbagai macam usaha yang tengah 

berkembang di kota gorontalo khususnya untuk jasa usaha laundry karena 

dengan melihat bukti pendataan sejauh ini masih banyak usaha laundry 
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belum terdaftar perijinannya pada pemintah, oleh karena pengawan 

pemerintah lebih di perhatikan dan di maksimalkan. 

2. Untuk Pemilik jasa usaha laundry atau dalam hal ini yang bertanggung 

jawab dalam kepemilikan usaha tersebut lebih memperhatikan kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh para pegawainya sehingganya kualitas dari 

usaha laundry tersebut serta bagi pengusaha laundry yang belum 

mendaftakan usahanya diharapkan dapat melaporkan usahanya agar tidak 

menjadi usaha yang tergolong ilegal atau usaha takut kena pajak.  
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